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KESEKRETARIATAN PENGADILAN 
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Bertanggung jawab atas
terselenggaranya
administrasi perkara di 
Pengadilan
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Aparatur tata usaha
negara yang dalam
menjalankan tugas dan
fungsinya berada di 
bawah dan bertanggung
jawab kepada Ketua
Pengadilan

(Pasal 4 ayat (1)
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Perma Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja

Kepaniteraan dan Kesekretariatan Pengadilan



•Memberikan dukungan di bidang
administrasi, organisasi, keuangan, 
sumber daya manusia, serta sarana
dan prasarana

Tugas

• Sekretaris Pengadilan sebagai
pimpinan unit kesekretariatanPenanggung

Jawab

• Ketua Pengadilan
Atasan

Langsung

Kesekretariatan

Pengadilan



KESEKRETARIATAN PENGADILAN

o Setiap proses pelaksanaan urusan perencanaan,  

program,  dan anggaran harusmelibatkan semua

unsur di pengadilan;

o Berkoordinasi dengan bagian kepaniteraan dan

meminta pertimbangan pimpinan pengadilan dalam

proses perumusan perencanaan,  menetapkan dan

mengusulkan program kerja;

o Memprioritaskan pemenuhan kebutuhan sarana dan

prasarana tugas pokok lembaga peradilan dalam

setiap perencaan program dan anggaran;

Dalam pelaksanaan tugas, unit kesekretariatan perlu memperhatikan hal-

hal, sebagai berikut:



KESEKRETARIATAN PENGADILAN

o Pengelolaan anggaran dan Barang Milik Negara selalu

berorientasi pada untuk menunjang keberhasilan

pelaksanaan tugas pokok lembaga peradilan;

o Mengelola anggaran secara transparan, akuntabel

dan berorientasi hasil;

o Berkoordinasi dengan semua unsur di pengadilan

dalam pemanfaatan teknologi informasi sebagai

media publikasi dan transparansi;

o Mengelola sumber daya manusia secara optimal 

dalam upaya mensukseskan tugas pokok lembaga

peradilan.



KESEJAHTERAAN APARATUR PENGADILAN



ANGGARAN MAHKAMAH AGUNG
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2017 2018 2019 2020

Jumlah Anggaran 8.181.335.295.000 8.478.141.882.000 8.276.476.475.000 10.597.927.977.000



POSTUR ANGGARAN
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2017 2018 2019 2020

Belanja Pegawai 6.299.873.673.000 6.502.571.088.000 6.272.197.637.000 7.079.514.631.000

Belanja Barang 1.282.853.174.000 1.391.065.704.000 1.511.383.206.000 2.292.306.050.000

Belanja Modal 598.608.448.000 584.505.090.000 492.886.632.000 1.226.107.296.000



PROGRAM PRIORITAS

Penyusunan regulasi peningkatan
hak dan keuangan hakim dengan
melakukan revisi terhadap PP 94 

Tahun 2012

Penyusunan regulasi pemenuhan
fasilitas hakim berupa bantuan

rumah dinas dan bantuan
transportasi dengan dengan
pembuatan Standar Biaya

Masukan Lainnya ( SBML)

Penyusunan regulasi peningkatan
kesejahteraan Panitera dengan

melakukan revisi terhadap
Peraturan Presiden Nomor 24 
Tahun 2007 tentang Tunjangan

Panitera

Penyusunan regulasi penyesuaian
tunjangan kinerja

Pemenuhan dukungan
pelaksanaan pengadilan

elektronik berupa pemenuhan
bandwidth pengadilan, 

pemenuhan laptop hakim, 
pemenuhan server, pemenuhan
personal computer, dan lain-lain

Melakukan dukungan
pendampingan pembangunan

Zona Integritas, Wilayah Bebas
dari Korupsi (WBK) dan

Wilayah Birokrasi Bersih dan
Melayani (WBBM)



PERLUNYA KESEJAHTERAAN
APARATUR PENGADILAN

Aparatur pengadilan adalah pelaksana kekuasaan kehakiman

Umumnya peraturan perundang-undangan yang mengatur kesejahteraan
aparatur pengadilan belum pernah direvisi dalam kurun waktu yang cukup
lama;

Tingkat inflasi semakin meningkat dari tahun

ke tahun sehingga tidak dapat mewakili nilai keekonomisan yang aktual



TUJUAN PENINGKATAN KESEJAHTERAAN
APARATUR PENGADILAN

Memperkuat independensi kekuasaan
kehakiman

Meningkatkan profesionalisme
aparatur pengadilan

Akselerasi menuju terwujudnya Badan
Peradilan Indonesia yang Agung



PEMANFAATAN DANA TAMBAHAN ANGGARAN

1. Belanja Barang Operasional

1.1. Langganan Internat

1.2. Langganan Listrik;

1.3. Sewa Mesin Fotocopy;

1.4. Sewa Rumah Dinas

2. Belanja Modal

2.1. Renovasi Rumah Dinas

2.2. Renovasi Gedung Kantor Pasca Bencana

2.3. Alat pengolah data

Pedomani Surat Sekretaris Mahkamah

Agung Nomor

724/SEK/OT.01.1/5/2019 tertanggal

28 Mei 2019 tentang Petunjuk

Pelaksanaan SP SABA dan Surat Kepala

Biro Perencanaan dan Organisasi

Nomor 232/Bua.1/OT.01.1/6/2019 

tertanggal 26 Juni 2019 tentang

Tambahan Penjelasan Petunjuk

Pelaksanaan SP-SABA 

Jumlah tambahan anggaran tahun 2019 adalah sebesar 413 Milyar Rupiah dan

dipergunakan untuk hal-hal sebagai berikut:





KONSEP TUNJANGAN
KEMAHAMAN





Materi ini dapat diunduh melalui

http://bit.ly/eselon1_batam_2019


